






tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus 

berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan 

digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan. Dalam berbagai 

� utusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan 

ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut 

Sengke a Hasil Pilkada Kota Jayapura 
Pokok F ermohonan 

Pelange a ran Pra Pencoblosan 

Surat p ermohonan ke Bawaslu 
1. Bukti P - 004

2. Bukti P - 005

3. Bukti P - 006

4. Bukti P - 007 - P-014

PelangEaran Secara Terstruktur, Sistimatis 
dan Masif ( TSM) 

Bukti P 015- P-028 

Permasalah yg terjadi ( Rincian ): 
1. Adanya penggunaan APBN yang

digunakan untuk mendukung
program visi misi paslon 02, seperti

a. Rehab Rumah (Dana PUPR -
APBN)

b. Bantuan Sosial
2. Laporan keberatan yang diajukan ke
Bawaslu - Gakumdu tidak direspon. No
surat ............. .. 
Dibeberapa TPS berdasarkan laporan dan 
pemantauan saksi di TPS ditemukan 
beberapa kejanggalan dan pelanggaran 
yang bersifat 

1. Mobilisasi Massa
2. Pembelian Undangan dari KPPS

yang dilakukan secara masif
dibeberapa TPS

3. Titipan kertas suara berbayar yang
diindikasi dari Pasion 02

4. Money Politik baik kepada warga
juga diberlakukan kepada KPPS
sebagai bagian dati tim sukses

Adanya beberapa surat keberatan yang 
diajukan saksi ditingkat distrik yang tidak 
direspon oleh PPS dan surat keberatan 
dilakukan pembiaran tanpa di 
tandatangani dan masuk dalam list 
pelanggaran oleh Bawaslu Kota. 

g. B �hwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk

rr engajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemiihan

Umum Kota Jayapura Nomor 457 tahun 2024 Tentang Penetapan hasil pemilihan

\/\ alikota dan wakil walikota kota Jayapura tahun 2024 tertanggal �1 Desember

21�24.







2. Bahwa adanya Penawaran DP kepada KPPS untuk memenangkan paslon 02, setelah

men.�ng maka akan diselesaikan pembayaran. (R. Bukti P-021)

3. Bahv a adanya penggelembungan suara di beberapa TPS yang diperankan langsung

oleh KPPS salah satu sebagai persandingan di TPS 18 Ardipura (V.Bukti P 022)

4. Bahv a adanya Pendistribusian Kertas Undangan warga yang dimonopoli oleh tim

Paslc n 02 yang mengakaibatkan warga sesuai DPT tidak mendapatkan undangan atau

tidak terdistribusi ke warga sesuai DPT di TPS bersangkutan. ( Bukti P- 023)

5. Ada� un Hasil Rekapitulasi suara yang menjadi Keputusan KPU terlampir dalam tabel

ini

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 

1 DR.Frans Pekey dan DR. H.Mansur,M.Si 26.105 

2 Jony Banua Rouw dan H.M.Darwis Massi,SE 68.922 

3 Boy Markus Dawir, SP dan lr.Dipo Wibowo 28.019 

4 Abisai Rollo,SH.MH dan DR.H.Rustan 72.351 

Sarru,MM 

Total Suara Sah 195.357 

Jumlah Suara Tidak Sah 5.751 

Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah 201.148 

6. Berd.�sarkan tabel diatas Pemohon berada di Peringkat ketiga dengan perolehan suara

sebamyak 28.019 suara, dan selisih perolehan suara dari Pasion 02 adalah sejumlah

40.9( 3 suara.

BahVI a selisih suara di atas antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai

pasa1hgan dengan perolehan suara kedua terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari

begitµ banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan

pelar ggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik di dalam

kesel uruhan proses Pilkada maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan

peng 1itungan suara. Pad a pelanggaran dimaksud, Pemohon dan Pihak Terkait

menjadi bagian tak terpisahkan satu dan lainnya. Adapun kualifikasi tindakannya,

yaitu berupa: Termohon melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan

Masi yang meliputi penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program

pemE rintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan.

Kese1nua kecurangan bersifat fundamental tersebut serta memiliki signifikansi dalam

memengaruhi perolehan suara.



7. Bahwa hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak
sepenuh-penuhnya menjalankan Surat Eda ran Bawaslu RI Nomor
026E /K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran.
Pad;; surat dimaksud ada kewajiban untuk melakukan pencegahan, kordinasi dan
optirnalisasi pengawasan, baik terhadap politik uang maupun pergantian pejabat dan
pen) alahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah
lain. Bahwa kecurangan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pihak Terkait dalam
Pilka�a Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura 2024, selain Termohon &
Pengawas Penyelenggaran Pilkada yang melakukan pelanggaran dan pembiaran atas
tuga � & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada. Kesemuanya menyebabkan
dilanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis.

8. Bahv a pola dan struktur kecurangan yang terjadi sebagai bahan kajian untuk menjadi
putu 1>an Diskualfikasi Pasangan Ca Ion 02 oleh MK Oleh karena itu, berpijak pad a
kecu angan yang sangat fundamental di Pilkada Walikota dan Wakil Walikota kota
Jayai ura tahun 2024 jauh lebih dahsyat maka Pihak Terkait harus di diskualifikasi.

Bahv a dengan diskualifikasinya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, penetapan
pero ehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota jayapura 2024 yang harus
dilakwkan oleh Termohon sebagai berikut

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 
1. DR.Frans Pekey dan DR. H.Mansur,M.Si 26.105 

2. Jony Banua Rouw dan H.M.Darwis Massi,SE Didiskualifikasi 

3 Boy Markus Dawir, SP dan lr.Dipo Wibowo 28.019 

4 Abisai Rollo,SH.MH dan DR.H.Rustan Sarru,MM 72.351 

C. KETIDAKI\ ETRALAN PENYELENGGARA PEMILUKADA .

1. Bah'II a ada berbagai tindak kecurangan yang bersifat fundamental dimana perbuatan
terse but memengaruhi pemilih dan juga dengan membangun citra diri calon. Kesemua
itu p1�nya kaitan secara langsung atau tidak langsung pada peningkatkan perolehan
suarc pada proses pemungutan suara. Tindakan kecurangan tersebut adalah
kejahatan dalam pilkada yang secara langsung mencederai marwah demokrasi dan
mela1nggar asas pemilihan, yaitu asas: umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun perbuatan Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran,
Pemc nfaatan bantuan dana proyek pemerintah yang dikelola, sehingga terlanggarnya
asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya
mani Dulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb. Selain itu juga, terjadi





kegi an yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di 

daer h sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal 

pene apan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. 

b. Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada: Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan

dan/ tau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara

Pemi ihan dan/atau Pemilih.

c. Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada: Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik,

tim k mpanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan

perb atan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

seba ai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak

langs ng untuk:

a Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; 

b Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara 

tidak sah; dan 

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon

tertentu

Bila asal 71 ayat (3) seperti tersebut di atas diuraikan unsur-unsurnya maka dapat 

dike ukakan rinciannya, yaitu sebagai berikut: 

• Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau

Wakil Walikota

• Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Baik

Provinsi Maupun Kab/Kota)

• Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2,

satuan 3 atau satuan 4

• Adanya Perintah tertulis maupun lisan dari Pejabat Struktural baik Satker

maupun dinas baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kab/kota

• Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Hal ini dapat dilihat dan

dibuktikan bila di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang

menguntungkan tersebut didapatkan penampilan Citra diri dari Calon

dan/atau pasangan Calon, yakni berupa:

✓ Keberadaan calon;

✓ Tulisan yang mengarah ke calon;

✓ Pernyataan yang mengarah ke calon; atau Foto/gambar yang

mengarah ke calon.

• D daerah sendiri maupun di daerah lain Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan

G bernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota

4. Bahwa ad pun rincian dugaan kecurangan yang luar biasa berupa Pelanggaran Pemilu yang

terjadi di ha pir seluruh wilayah Kota Jayapura, yaitu sebagai berikut:

4.1. Ketidak etralan termohon Berkaitan dengan Jumlah Pemilih tambahan Meningkat. 

Terjadi pela ggaran pilkada berupa mobilisasi massa di sejumlah Kelurahan dan Kampung di 

Kota Jayapu a. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) dalam Pilkot Jayapura adalah 296.954 











secara assif dari satu TPS ke TPS lainnya. Salah satu TPS pun terdapat temuan adanya 

Pemilih Ganda dan Pemilih yang menggunakan KTP yang Bukan KTP Kata Jayapura. 

Dugaan Kecurangan ini ditemukan di: 

D. PENGG NAAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

Money Poli ics (Serangan Fajar, Uang, Pembelian Undangan, Fee kepada KPPS dll) ( Bukti P. 

022 - P-026 serta Bukti Video (Bukti VP-031) Dugaan money politics ini juga dilakukan secara 

massif, me ggunakan dana tim pemenangan. Program pemberian sejumlah uang. 

F. INDIKASI PROBLEM NETRALITAS BAWASLU (Bukti P-028)

Bahwa ada ndikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dalam proses pilkada di Kata

Jayapura. S lah satu indikasinya, ditolaknya hampir semua Laporan ke Bawaslu distrik dan

Bawaslu K ta, sebelum memenuhi upaya prosedural yang harusnya dilakukan, misalnya:

meminta k terangan para saksi lebih dulu tapi acapkali langsung memutuskan bahwa Laporan

tidak diteri a.

Penolakan ari pihak bawaslu terkait pengajuan keberatan 3 PPS di Kelurahan Yobe, Kata 

Baru, Wah o yang belum melakukan rekapitulasi perhitungan suara, dan dilakukan 

pemindaha isi kotak suara kedalam Kontainer melanggar Pasal 7 PKPU 18/2024 Ayat 3. 

Ada yang p rlu diperhatikan berkaitan dengan tata cara dan mekanisme proses penanganan 

pelanggara yang bersifat tertutup dan kajian pun bersifat Rahasia sebagaimana Peraturan 

Bawaslu No or 14 Tahun 2017 dan telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 

2020. Perat ran dimaksud membuat Publik dan Pelapor absolutisme ketidaknetralan faktual 

terjadi. Pub ik dan Pelapor hanya mendapatkan status Laporan A-17 yang berbentuk Tabel 1 

halaman. H I lain yang juga penting dikemukakan, Publik dan Pelapor tidak bisa mengetahui 

apa pertim angan dari dihentikannya Laporan Pelapor. Selain itu, tidak ada mekanisme 

Banding/Ke eratan atas Laporan yang dihentikan itu. Hal ini tentu merugikan Pemohon 

sebagai Pe cari Keadilan. Padahal mekanisme Banding/Keberatan tersebut dimungkinkan 

menurut P sal 228 dan Pasal 134 UU Pilkada yang mengatakan Bawaslu RI sebagai 

Penangggu g Jawab Akhir Pilkada dan Bawaslu RI berwenang menerima dan memeriksa 

Laporan Pel nggaran yang dilaporkan. 

Bahwa ada fakta, publik tidak dapat mengakses Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh 

Bawaslu Pr vinsi Papua dan Kata Jayapura dan Jajarannya dalam bentuk form A Pengawasan. 

Padahal, pu lik seharusnya diberitahukan mengenai Laporan Hasil Pengawasan Day by Day 

(laporan p ngawasan setiap harinya). Jika saja, Bawaslu Kata Jayapura dan jajarannya 

mengawasi engan baik maka laporan dan fakta pelanggaran yang ditemukan oleh Pemohon 

dipastikan j ga akan ditemukan oleh Bawaslu Kata Jayapura dan Jajarannya karena dengan 



mengguna an mekanisme penelusuran sampai dengan Jajaran Pengawas TPS, bukti 

banyaknya pelanggaran akan mudah didapatkan. 

Pemohon akin dan percaya, Mahkamah Konstitusi akan terus menghidupkan harapan bagi 

tegaknya demokrasi melalui proses Pemilihan Kepala daerah, khususnya, pemilihan Walikota 

dan Wakil alikota Kota Jayapura. Mahkamah diharapkan tidak memberikan toleransi atas 

pelanggar n asas-asas pemilu, khususnya, asas jujur dan adil. Karena hal tersebut masuk 

dalam kua ifikasi sebagai pelanggaran yang sangat fundamental. Pemohon juga percaya, 

Mahkama akan tetap memegang asas "tidak ada satupun orang yang boleh mendapatkan 

manfaat a u keuntungan atas kecurangan yang dilakukannya sendiri maupun dilakukannya 

oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya tidak ada satupun orang yang boleh dirugikan atas 

perbuatan ya orang lain". Kejahatan tetaplah kejahatan, yang telah mengoyak-ngoyak 

demokrasi, dengan semua modus operandi yang membungkus niat jahat, untuk mengelabui. 

Namun ka i tetap percaya kebenaran akan datang pada waktunya yang tepat, untuk 

memberi k adilan bagi negeri 

V. PETITU

Berdasarka seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, 

1. Mengab lkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

2. Menyata an Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota

Jayapura N mor: 457 Tahun 2024 Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura

Tahun 202 tertanggal 11 Desember 2024.

3. Menyata an Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 02 Sdr.

Jony Banua Rouw,SE dan H.Muh. Darwis Massi, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan sehingga dikenakan

sanksi pem atalan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.

4. Mengab lkan permohonan pemohon dan memerintahkan Kepada:

a. Komisi P milihan Umum ( KPU) Kota Jayapura Tengah untuk melaksanakan pemungutan

suara ulang di seluruh Kota Jayapura dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut

02 sdr. Jon Banua Rouw,SE dan H.Muh. Darwis Massi, SE.

b. Memeri tahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melaksakanakan

Pemunguta Suara Ulang dengan menetapkan 3 ( Tiga ) Pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota Ja apura periode 2024-2029 sebnagai berikut:

Nomor Uru 1: DR. Frans Pekey dan DR. H.Mansur, M.Si 




